BAB II
KONSEP KEPEMILIKAN, AKAD DAN SEWA-MENYEWA

DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Kepemilikan
a. Pengertian hak milik

Hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara nsénu
dengan harta yang ditetapkan ofara’ di mana manusia memiliki
kewenangan khusus untuk melakukan transaksi tephaal@a tersebut
sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnyaekdikan adalah
sesuatu yang dimiliki oleh manusia baik berupashbendadza) atau
nilai manfaat:

Menurut Musthafa Ahmad Zarqga dalam Ghufron Ajib iknil
secara bahasa adalah pemilikan atas sesalatua(, atau harta benda),
dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapbgagan
demikian, milik merupakan penguasaan seseorangdephsuatu harta
sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khususdaprhzarta
tersebuf.

b. Sebab-sebab pemilikan
Seseorang dapat memiliki hak milik terhadap sesumtang

dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut:

! Dimyauddin Djuwaini,Pengantar Figh Muamalahyogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.
Ke-2, 2010, h.34
2 Ghufron A. Mas’adiFigh Muamalah Kontekstualakarta: Rajawali Press, 2002, h.53
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1. Ihraz al-Mubahah

Adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadsapah
yang belum dikuasai atau dimiliki oleh orang lafi-Mubahat
sendiri adalah harta benda yang tidak termasukndatéik yang
dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak dai@ngan hukum
(mani’ asy-syar’iy untuk memilikinya. Misalnya air yang masih
berada dalam sumbernya, ikan yang berada di lautawan,
pohon kayu di hutan, dan sebagaiflya.

Setiap orang berhak menguasai harta benda ini wioikki
sebatas kemampuan masing-masing. Perbuatan mendnzeata
bebas ini untuk tujuan pemilikan atau sering disedistila’.
Dengan demikian, upaya pemilikan suatu harta mielsila’ al-
Mubahat harus memenuhi dua syar&ertama,tidak ada pihak
lain yang mendahului melakukaistila’ al-Mubahat Kedua,
penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuanikii

Misalnya, seseorang menangkap ikan di laut lalepdiskan
di sungai. Hal itu menunjukkan tidak adanya tujuantuk
memiliki. Jadi status ikan tersebut kembali menjadviubahat*
Tetapi jika ikan yang diambil dari laut tersebutudnpulkannya di
tempat penyimpanan, misalnya di atas perahu, ladu i

meninggalkannya maka ikan tersebut tidak lagi datatusal-

% Dimyauddin Djuwainiop.cit, h.42
*ibid, h.43
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Mubahat Artinya orang lain terhalang untuk memilikinya ladai
cara yang sanma.

Dalam masyarakat bernegara kons#paz al-Mubahat
menjadi terbatas. Yakni terbatas pada harta beadg glitetapkan
oleh hukum dan peraturan yang berlaku sebagai lgartg dapat
dimiliki secara bebas. Demi melindungi kepentingpuablik
(maslahat al-‘Ammalh) negara atau penguasa berhak menyatakan
harta-benda atau sumber kekayaan alam tertentugaebalik
negara atau dikuasai oleh negara. Misalnya kekayamabang,
pohon kayu di hutan, binatang langka, hutan lindwagar alam,
dan lain sebagainya. Dengan demikian, seseoraal lédji bebas
menebang pohon kayu di hutan, tidak boleh menguatai
memiliki tanah dan kebun milik negara kecuali dengan, serta
tidak boleh berburu satwa langka dan lain sebag&iny

2. Al-Tawallud minal mamluk

Adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yaimgya.
Artinya setiap peranakan atau segala sesuatu yangouh
(muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknyaPrinsip
tawallud ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat
produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lainjbavliisalnya

binatang yang bertelur, berkembangbiak, menghasitkda susu,

® Ghufron A. Mas’adipp.cit, h.57
€ ibid, h.58
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begitu juga dengan kebun yang menghasilkan buahaouaan
lainnya/

Prinsip tawallud tidak berlaku pada benda mati yang tidak
bersifat produktif seperti rumah, perabotan rumain diang.
Keuntungan (laba) yang dipungut dari benda-bendt texasebut
sesungguhnya tidak berdasarkawallud karena rumah atau uang
sama sekali tidak bisa berbunga, berbuah, bertedpglagi
beranak®

3. Al-Khalafiyah

Adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru
menempati posisi pemilikan yang lamaAl-Khalafiyah dapat
dibedakan menjadi dua kategdPertama adalah penggantian atas
seseorang oleh orang lain, misalnya dalam hal hukvanis.
Dalam hukum waris, seorang ahli waris menggantikasisi
pemilikan orang yang wafat terhadap harta yanggtjgalkannya
(tarikah). Keduga penggantian benda atas benda yang lainnya,
seperti terjadi padaadimin (pertanggungan) ketika seseorang
merusak atau menghilangkan harta benda orang dé@n, pada
ta’'widl (pengganti kerugian) ketika seseorang mengenakan a

menyebabkan kerusakan harta benda orand9ain.

" Dimyauddin Djuwainiop.cit h.46
8 Ghufron A. Mas'adipp.cit, h.61
%ibid, h.61

10 Dimyauddin Djuwainiop.cit, h.46
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4. Al-‘Agd

Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul sedeagan
ketentuansyara’ yang menimbulkan pengaruh terhadab obyek
akad. Akad jual belihibah, wasiat, dan sejenisnya merupakan
sumber kepemilikan yang paling penting. Akad mekapasebab
kepemilikan yang paling kuat, dan paling luas berlalalam
kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi kakayaan.

Akad dilihat dari sebab kepemilikan dapat dibedakeemjadi
dua, yaitu tiqud jabariyahdan tamlik jabari ‘Uqud jabariyah
(akad secara paksa) adalah akad yang dilaksand&hnotoritas
pengadilan secara langsung atau melalui kuasa myaunseperti
paksaan menjual harta untuk melunasi hutang.

Tamlik jabari (pemilikan secara paksa) sendiri dibedakan
menjadi duaPertama,disebut sebagai hayuf'ah Pemilikan ini
dimiliki oleh sekutu atau tetangga ataml‘iqar (harta bergerak)
yang hendak dijual.Kedua, pemilikan secara paksa untuk
kepentingan umum. Ketika ada kebutuhan memperlaagunan
masjid misalnya, makayari'at Islam memperbolehkan pemilikan
secara paksa terhadap tanah yang berdekatan deveg#d, sekali
pun pemiliknya tidak berkenan untuk menjualfhya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa seseolasem

menjadi pemilik atas suatu harta. Pemilikan ini upakan

ibid, h.45
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kekhususan atau keistimewaatltishash) bagi seseorang untuk
secara bebas mengambil tindakan hukum terhadagknyali
Namun bagaimana pun jugitishash, tersebut tidak bersifat
mutlak, terutama jika dihadapkan pada benturan ranta
kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Dalam syari'at Islam, menghormati dan melindungi
kebebasan atas pemilikan harta merupakan kewalhghnsetiap
muslim. Seorang pemilik harta, bebas memanfaatkam d
mengembangkan hartanya sepanjang tidak bertentadeagan
prinsip-prinsip syari'at Islam. Di dalam teologis Islam, pemilik
harta yang sejati adalah Allah, sedangkan di tamganusia harta
merupakan amanat Allah sehingga dalam pemanfastatidgk
boleh melanggar ketentuagari’at Allah.

Islam menggariskan bahwa setiap individu merupdieagian
dari masyarakat. Oleh sebab itu, setiap harta yhAmgiki oleh
individu, terdapat hak-hak orang lain yang haryseduhi seperti
zakat dan shadaqah. Selain itu, terdapat juga hbkkp sehingga
kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap pmibldinya
dibatasi atau tidak boleh melanggar hak publik yéegkaitan
dengan kepentingan umu.

c. Macam-macam milkiyah

1. Dilihat dari segi harta dapat dibedakan menjadi tigacam.

2 Ghufron A. Mas'adipp.cit, h. 63
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Pertama, milk-‘Ain (milik benda), yakni benda itu sendiri
benda yang dapat dimiliki. Misalnya seseorang mikmidenda
yang bergerak dan dapat dipindah seperti alat pedam binatang.
Harta-harta yang tidak dapat dipindah seperti kedmioun, rumah,
toko, dan sebagainya.

Pemilikan ini diperoleh melalui empat sebab perailikyakni
ihraz al-Mubahat, tawallud minal mamluk, khalafiydan al-Aqd
Pada prinsipnya, pemilikan benda disertai dengamiljpg@an atas
manfaat benda sampai ada kehendak untuk melepasiaafaat
benda melalui cara yang dibenarkan algard. **

Kedua, milk al-Manfaatadalah pemilikan seseorang untuk
memanfaatkan suatu harta benda milik orang lain gaen
keharusan menjaga materi bendanya. Misalnya, pemiliatas
manfaat membaca buku, mendiami rumah atau menggonak
segala perabotan berdasarkgarah (persewaan) atatariyah
(pinjaman).

Ketiga, milk al-Dain(milik piutang) adalah pemilikan harta
benda yang berada dalam tanggung jawab orang da@n& sebab
tertentu. Seperti harta yang dihutangkan, harghyaag belum

terbayar, harga kerugian yang belum dirusak atausiahkan

13 Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddie@gngantar Figh MuamalghSemarang:
Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet. Ke-3, h.17
4 Ghufron A. Mas'adipp. cit h.64
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oleh pihak lain’> Sesuatu yang dinamakan hutang adalah sejumlah
harta yang menjadi piutang orang lain harus didkui dibayai‘.6

2. Dilihat dari segi unsur, harta (benda dan manfeabagi menjadi
dua.

Pertama, milk al-Tam(pemilikan sempurna), pemilikan
terhadap benda sekaligus manfaatni@dua, milk al-Nagish
(pemilikan tidak sempurna), yakni pemilikan atallsaatu unsur
harta saja. Dengan demikianilk al-Nagishada dua bentuk, (1)
pemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya. iHem
manfaat seperti ini diperoleh berdasarkan salab dati empat
sebabijarah, i'arah, wakaf dan wasiat atas manfaat. (2) pemilikan
atas benda tanpa disertai pemilikan atas manfaatnya

3. Dilihat dari segi bentuknya dibedakan menjadi dua.

Pertama, milk al-Mutamayya@milik jelas) adalah pemilikan
sesuatu benda yang mempunyai batas-batas yanglgiasrtentu
serta dapat dipisahkan dari yang lainnadua, milk al-Masya’
(milik bercampur) adalah pemilikan atas sebagiak sedikit atau
banyak dan tertentu dari sebuah harta benda, spparilikan atas
setengah rumah atau seperempat kebun dan lainaseyagketika

diadakan pembagian atas harta campuran ini untsngranasing

Sibid, h.64
8 Teungku Hasbi ash Shiddieap.cit, h.17
" Ghufron A. Mas'adipp.cit, h.64-65
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pemiliknya, maka berakhirlah pemilikanmasya’ menjadi

pemilikanmutamayyaz®

B. Konsep Akad
a. Pengertian akad

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepatukun
berhubungan dengan makhluk lainnya dalam kerangkanenuhi
kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragehingga
terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk meimniaga dan
harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubuag#ar satu
manusia dengan manusia lain, terdapat aturan yargetaskan hak
dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatarsesProntuk
membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kelnukelduanya
lazim disebut dengan proses untuk berakad ataukmieda kontrak®

Secara bahasa kata akad berasal dari Aralhqd yang berarti
perikatan, perjanjian dan permuwakatafittifag. Secara terminologi
figh, menurut Ibnu Abidin dalam Nasron Haroen mdalkan akad
adalah pertalianijab (pernyataan melakukan ikatan) dayabul
(pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kakegdri’at yang

berpengaruh pada obyek perikafan.

Bibid, h.66
19 Dimyauddin Djuwainiop.cit h.47
20 Nasrun Haroerfigh Muamalah Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. Ke-2, 2007, h.9
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Menurut Ibnu Taimiyah dalam Dimyauddin Djuwaini
mengatakan akad secara luas merupakan ikatan &efaesapa pihak.
Makna linguistik ini lebih dekat dengan makna &iil figh yang
bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk kodlan sesuatu,
baik keinginan tersebut bersifat pribadi (diri seifdsepertitalak,
sumpah atau pun terkait dengan keinginan pihak Ilaimuk
mewujudkannya seperti jual beli, sewa menyewa dizmya?

Adapun makna akad secayar’i yaitu hubungan antaigb dan
kabul dengan cara yang dibolehkan olegari dan mempunyai
pengaruh secara langsung. Ini berarti bahwa akadageik dalam
kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pagdnsyara’
antara dua orang sebagai hasil dari kesepakataraakgduanya yang
kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan g&bul

Akad ini telah lama terkenal dalam masyarakat manus
Menurut penelitian, akad timbul sesudah adaiiyazul mubahat
Sebelum timbulnyaihrazul mubahat, belumlah timbul akad ini,
sehingga kita tidak dapat mengetahui bagaimanaimpeérahan akad
dalam kehidupan manusia di dunia ini, sejak damara purbakala

sampai zaman kit&.

21 Dimyauddin Djuwaini, op.cit, h.47

22 Abdul Aziz Muhammad AzamFigh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Isjam
Jakarta: Amzah, 2010, h.17

2 Teungku Hasbi ash Shiddiegp.cit, h.27
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b. Rukun akad
Menurutjumhurulama figh, rukun akad terdiri atas:
1. Pernyataan untuk mengikatkan dsighat al-‘Akad

Sighat al-Agad merupakan rukun akad yang terpenting
karena melalui akad inilah diketahui maksud sep#mk yang
melakukan akad (transaksipighat al-Agaddinyatakan melalui
ijab dan kabul dengan suatu ketentuan:

i. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.
ii. Antara ijab dan kabul terdapat kesesuaian.
iii. Pernyataan ijab dan kabul harus sesuai dengan daken
masing-masing dan tidak boleh ada yang meragtfkan.
2. Pihak-pihak yang berakadl{Muta’agidain)

‘Agid adalah pihak-pihak yang akan melakukan transaksi,
dalam hal jual beli. Ulama figh memberikan perstamayang
harus dipenuhi olehagid, yakni ia harus memilikiahliyah
(kecakapan) dan wilayah (kewenangan).

3. Obyek akaddl-Ma’qud ‘alaih)

Obyek akad adalah sesuatu di mana transaksi déakak

atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukuteriter. Ma'qud

‘alaih bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yangildern

24 M. Ali Hasan,Berbagai Macam Transaksi Dalam Isladakarta:Rajawali Press, 2003,
h.104
% Dimyauddin Djuwainiop.cit h.56
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ekonomis) atau bisa berupa manfaat seperti hal@amd akad
ijarah (sewa menyew&?.
4. Maudhu'ul‘agdi(tujuan akad)

Adalah maksud atau tujuan yang mana suatu akad
disyari'atkan untuk tujuan tersebut. Satu jenis akad mempunya
satu tujuan yang hendak dicapainya dan untuk jekeésl lainnya
berlaku tujuan yang berbeda. Sedangkan akad tujuan yang
hendak dicapai adalah pemindahan pemilikan daijupekRepada
pembeli dengan imbalawadh, akad hibah bertujuan pemindahan
pemilikan hak milik tanpa disertaiadh?’

c. Syarat umum Akad
1. Syaratin’iqad (syarat terjadinya akad)

Yakni persyaratan yang berkenaan dengan berlangsung
tidaknya sebuah akad. Persyaran ini harus mutlp&ndihi bagi
keberlangsungan akad. Jika tidak terpenuhi, makal akenjadi
batal. Persyaratan ini berlaku secara umum pdaagaesur akad.
Misalnya pihak yang berakad, obyek akad sighat akad

2. Syaratsyihah(syarat sah akad)

Adalah syarat yang ditetapkan olshara’ yang berkenaan

dengan menerbitkan akibat hukum yang ditimbulkaeh chkad.

Jika tidak terpenuhi akad menjafdisid (rusak). Fugaha Hanafi

28ibid, h.57
27 Ghufron A. Mas'adipp.cit, h.89
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mengisyaratkan terhindar dari hal-hal sebagai beriknisalnya
harus terhindar dajihalayah, ikrah, tauqit, taghrir, dharadan
syaratfasid®

3. Syaratnafadz(syarat pelaksanaan akad)

Persyaratan yang ditetapkan olsyara’ berkenaan dengan
berlaku atau tidaknya sebuah akad. Jika persyariiatidak
terpenuhi akad menjadiauquf(ditangguhkan). Syaratafadzada
dua.Pertama, milik(wilayah) orang yang melakukan akad benar-
benar sebagai pemilik barang atau mempunyai ogoteghadap
obyek akadKedua, obyek akad harus terbebas dari pihak-pihak
ketiga.?

4. Syarafluzum(syarat kepastian hukum)

Persyaratan yang ditetapkan olgyara’ berkenaan dengan
kepastian sebuah akad. Jika sebuah akad belumdigaatikan
berlaku, seperti ada unsur-unsur tertentu yang mmauikan hak
khiyar, maka akad ini dalam keadaghairu lazim(belum pasti),
karena masing-masing pihak berhak rfeesakhakad atau tetap
melangsungkanny3.

d. Macam-macam akad
Berikut ini akan dijelaskan beberapa macam akaddsarkan

beberapa aspek:

2 ibid,
2ihid,
%0ibid, h.101-103
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1. Berdasarkan ketentuayara’
a. Akadsahih

Akad sahihadalah akad yang memenuhi unsur dan syarat
yang telah ditetapkan olelsyara’. Dalam istilah ulama
Hanafiyah, akadahih adalah akad yang memenuhi ketentuan
syari'at pada asalnya dan sifatny/a.

Akibat yang ditimbulkan oleh hukum berlaku semenjak
berlangsungnya akad. Misalnya, akad jual beli yditakukan
oleh para pihak yang cakap hukum ateal al-Mutagawwim
dengan tujuan untuk memindahkan hak pemilikan sesah.
Setelah berlangsungnygab kabul seketika itu pemilikan
benda berpindah kepada pembeli, sedang penjuahlberias
pembayaran harg4.

b. Akad tidaksahih

Akad tidaksahihadalah akad yang tidak memenuhi unsur
dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak dremhk
hukum atau tidak sahJumhur ulama selain Hanafiyah
menetapkan bahwa akad yang batal dasid termasuk
golongan ini, sedangkan ulama Hanafiyah membedaktara

fasiddan bataf®

31 Rahmat Syafeirigh Muamalah Bandung: Pustaka Setia, 2001, h.66
32 Ghufron A. Mas’adipp. cit h.104-104
¥ Rahmat Syafe’ipp.cit, h.66
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Menurut ulama Hanafiyah, akad batal adalah akad yan
tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yangadiean,
misalnya, akad yang dilakukan oleh salah seorang yakan
golongan ahli akad, seperti gila, dan lainff/Selain itu, akad
batal adalah antara prinsip dan sifat-sifat akadmgréentangan
dengan ketentuarsyari'at, misalnya obyeknya tidak dapat
dikenai hukum akad. Menurut mereka akad batal ames
sekali tidak menimbulkan akibat hukuth.

Adapun akad fasid adalah akad yang memenuhi
persyaratan dan rukun, tetapi dilarang ollara, seperti
menjual barang yang tidak diketahui sehingga dapat
menimbulkan percekcokaff. Sekalipun telah terjadi serah
terima, pihak yang dirugikan dapat mengajukéasakh
(pembatalan) baik secara langsung maupun melgdaihi
(hakim), dengan dua syard®ertama bendanya masih utuh
sebagaimana adanya sebelum terjadi serah terifedug
benda tersebut belumtasharrukan dengan pihak lain.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy akad batal adalah akad
yang sama sekali tidak berpengaruh, seperti anag Yehir
dalam keadaan mati. Akad yang putus atau akad yamdnal

ialah akad yang sudah sah adanya, tapi kemudiars,pbé&ik

*ibid,
35 Ghufron A. Mas’adipp.cit, h.104
% Rahmat Syafei'op. cit h.67
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dengan kehendak ataupun tidak. Apabila akad itwsdk
dengan kemauan sendiri, maka dinamdkaakh 87

Kata batal mempunyai dua pengertiBertama,batalnya
sesuatu pekerjaan itu adalah karena menyalahi @usyara’
atau karena tak cukup rukun dan syardfedua, tidak
mendapatkan pembalasan di hari akhir seperti pakeryang
dilakukan denganya’ dan sebagainya.

Urusan mu’amalat sebenarnya merupakan urusan
duniawi, yang dapat kita lihat dari dua aspekrtama aspek
terlaksananya pekerjaan itKiedua aspek untuk kemaslahatan
umat.

Sebagian ulama golongan Syafi'iyah memandang aspek
yang pertama lebih kuat dari aspek yang kedua. hdere
menetapkan bahwa penjualan yang tidak dilakukarersep
ketetapansyara’ menjadi batal baik untuk urusan muamalah
maupun ibadah. Ulama Syafi'iyah menyamakasad dengan
batal dalam semua aspek ibadah dan muamalah. Seaang
ulama Hanafiyah memandang aspek yang kedua lekdh ku
dibanding aspek pertama. Oleh karena itu apabila ad
perbuatan yang menyalahi atusyara’ dan terdapat kecacatan
dalam pokok akad, seperti penjualan orang gilaraegansip

akad itu menjadi batal. Tetapi apabila perbuatan titlak

3" Teuku Hasbi ash-Shiddieqgp. cit h.89
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mengenai pokok akad maka akad itu tidak batal decgtatan
para pihak harus menyelesaikan urusan itu sesuagade
ketentuan syara’. Ulama Hanafiyah menamakan akad itu
menjadi akadasid>®

Bathil yaitu terlepasnya hukumsyara’ dari ketentuan
yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang
ditimbulkannya. Misalnya, memperjualbelikan minuniamas.
Akad ini dipandang batal karena minuman keras tidilai
harta dalam pandangasyara. Ulama Hanafiyah juga
mengemukakan hukum lain yang berdekatan dengarl, bata
yaitu fasid Menurut merekafasid adalah terjadinya suatu
kerusakan dalam unsur-unsur akad. Jumhur ulamal ushu
mutakaliminberpendapat bahwa kata batal &éesidadalah dua
istilah dengan pengertian yang sama, yaitu sama-datak
sah®

Akad fasid dan batal menimbulkan keharaman terhadap
akad. Pembagian haram menurut ahli ushul figh AblorZ ada
dua.Pertama haramli dzatihi yakni keharaman langsung dari

sejak semula ditentukagyar’i tentang keharamannyKedua,

% Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddie@engantar Hukum IslamSemarang:
Pustaka Rizki, 2001, h.484-489
39 Syahrul Anwarlmu Figh dan Ushul FighBogor: Ghalia, 2010, h.115
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haramli ghairihi yakni perbuatan yang dilarang olskara’
yang tidak secara langsung tetapi menimbutkadharat*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum
li dzati danli ghairihi dari aspek akibat hukumnya. Jumhur
ulama mengatakan bahwa antara keduanya tidak memipun
perbedaan akibata hukum, karena keduanya samaisatala
Sedangkan ulama Hanafi mengatakan bahwa harghairihi
terdapat keharaman bukan karena zatnya, tetapbatikan
faktor luar, maka menurut mereka hukumnigsid bukan
batal. Akad menjadi sah apabila faktor-faktor yang
menyebabkan keharaman itu dihilangkan.

Perbedaan tersebut dikarenakan menurut jumhur ulama
hukum adalalyadimkarena merupakan kalamafsi Allah yang
merupakan salah satu sifatnya. Sedangkan menulandemn
Hanafiyah hukum adalah sesuatu yang baru karenapaicn
pengarutkalamAllah terhadap perbuatan manu&ia.

2. Berdasarkan penamaannya
a. Akad musamma

Akad yang telah dinamai oledyara’ dengan terminologi

tertentu beserta akibat hukumnya dinamakan akagamma

seperti akadba'i, ijarah, syirkah,dan sebagainya.

40 Muhammad Abu ZahrdJshul Figh,Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-13, 2010, h.51
41 Syahrul Anwarpp.cit, h.109
“2 Satria Effendi dan M. Zeinyshul Figh Jakarta: Kencana, Cet. Ke-3, 2009, h.40
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b. Akadghairu musamma
Akad di mana syara’ tidak menyebutkan dengan
terminologi tertentu dan tidak pula menerangkamatkhukum
yang ditimbulkannya. Akad ini berkembang berdasarka
kebutuhan manusia dan perkembangan kemaslahatan
masyarakat, seperti akastishna’, bai’ al-wafa, bai’istijrar,
dan lain sebagainy4.
3. Berdasarkan zatnya
a. Akad ‘ainiyah
Yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan ¢paran
barang seperti jual beli.
b. Akadghairu ‘ainiyah
Akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-
barang karena tanpa penyerahan barang-barang pdrsaélah

berhasil, seperti akad amarf4h.

C. Konsep sewa menyewa
a. Pengertian sewa menyewa
Sewa-menyewa dalam hukum Islam dinamakgnah yang

secara bahasa artinya upah, sewa, jasa atau imSaaa merupakan

43 Ghufron A. Mas’adipp.cit, h.106
*4 Hendi SuhendiFigh Muamalah Jakarta: Rajawali Press, 2010, h.53
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salah satu bentuk kegiatan manusia dalarmbamalatf®. Transaksi
ini berbeda dengan jual beli, yang obyek transa#lalahain (barang)
itu sendiri. Sewa-menyewa merupakan transaksi gaggknya adalah
manfaat dari barang itu sendiri. Jadi, tidak dibkaa apabila orang
yang menyewa barang menjadi pemilik barang yangwdisya karena
penyewa hanya menjadi pemilik dari manfaat baraN@gmun
demikian, penyewa berkewajiban untuk bertanggungalpa penuh
terhadap barang yang disewanya sebagaimana perbdilang
merawatnya. Oleh karena itu, syarat barang yanghbdisewakan
adalah barang yang tidak habis dipakai ataliisti'mali.
Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, mieapa
perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian mempunyai
kekuatan hukum pada saat sewa-menyewa berlang8pabila akad
sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakawu’ji()
berkewajiban untuk menyerahkan barang sewaj(r) kepada pihak
penyewa Inusta’jiry dan pihak penyewa berkewajiban pula untuk
menyerahkan uang sewanyaréh) . Seperti traksaksi yang lainnya,
akad ijarah sangat sederhana sebagaimana yandi @irjaasyarakat

umumnya’

%M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh Muamaldakarta:
Rajawali Press, 2003, h.227

¢ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubisikum Perjanjian Dalam Islam
Jakarta: Sinar Grafika, Cet: Ke-2, 1996, h.52

*"M. Yazid Affandi, Figh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembagaakgan
Syariah Yogyakarta: Logung, 2009, h.179
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ljarah dalam artian terminologi dikemukakan oleh beberapa

ulama:

1. Zainudin bin Abdul Aziz al Fanani dalam kitabnyattitd Mu’in

menerangkan bahwa sewa menurut bahasa adalah &gnh b
sewaan. Sedangkan dalam istilahnya merupakan suanfaat
atau jasa dengan imbalan berdasarkan persyarateamtod®

Mustofa Dibulbigha dalam Figh Syafi'i mengatakarha ijarah
adalah dari kataujrah yang berarti upah, yakni memberi upah
kepada seseorang setelah mengerjakan pekerja@amtteratau

sampai waktu tertentty.

. Zainuddin Ali dalam Hukum Perdata Islam di Indoagegarah

adalah transaksi sewa menyewa antara pihak peryemgan yang
mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mibihga
manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktunterfe

Menurut Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah dalam kitgé Fathul
Qarib, kataijarah’ yang berkasrah pada huruf hamzahnya menurut
pendapat masyhur berarti upah/buruhan. Sedangkanurote
istilah ialah suatu bentuk akad atas kemanfaatamg yielah
dimaklumi, disengaja dan menerima penyerahan, serta

diperbolehkannya dengan penggantian yang jélas.

hal.336

“8 Zainudin bin Abdul Aziz al MalibariFathul Mu'in, Jilid 2, Bandung: Al-Hidayah, tt,

“9 Mustafa DibulbighaFikih Syafii Surabaya: Bintang Pelajar, 1984, h.328
50 zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesiakarta: Sinar Grafika, h.150
°1 Syekh Syamsyudin Abu Abdillah Muahammad bin Qasisy-Syafi'i, Fathul Qarih

Kudus: Menara Kudus, 1982, h.296-297
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5. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, sewa-meayatau
ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaatate
jalan penggantiarf

Hal yang harus diperhatikan kembali dalam akjadah ini
adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan lralida dari
manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadietbdalam akad
ijarah adalah manfat itu sendiri, bukan bendanya.

b. Dasar hukum sewa-menyewa

Dalam kitab bidayatul mujtahid dijelaskan sewa neswvey itu

dibolehkan oleh selurulugaha amshadanfugahaperiode pertama

Jumhur fugaha berdalil firman Allah:

o RO~ RO ERD L& Wwa L
B €ERIBOEXNUKPIORa I 0O €Tk 0E0
BLIBAIX N K PIORa I &[0 €OFBRFE -MHNOD
ExVRET Do 3 00 DO Wa S
Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuarfédrkata,”
wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (paita),
sesungguhnya orang paling baik yang engkau ambédgse pekerja
(pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat diperd@lQashas: 28)

Bé6 ¢/ e0 ¢)OCONONDEO =220
crOgOROL I gl AERE<-=e0
ORx AEL &40 @0 2O ENNOC OO
G OO0 W  RHOFAe ORI @I
vfD A0 JUKE&VBKI DO 4 OCrD o060
KON O*i@0N e =6 OO0 HAX=D®
G OB QR & T Y DO LLESOKI D¢
<OI0RrnIFH AERE<= e 0 e ik 44748k J6X dm
EPRGE S ¢ UORDRAON V¢ ® c. OO, HE

*2 Sayyid SabigFighussunnahyilid 13, Bandung: PT. Al-Maarif, Cet. Ke-7, 1991715
%3 |bnu Rusyd,Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashidakarta: Pustaka Amani,

2007, h.61

h.388

* Al-Quran al-Karim dan Terjemah Bahasa Indoneskudus: Menara Kudus, 2006,
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Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmaaruau?
Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalahdigan
dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian merg¢&a sebagian
yang lain beberapa derajat, agar sebagian mergld deemanfaatkan
sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik apa yang
mereka kumpulkar®

Dari hadis al Abbas ibn al Walid al Dimasyqi r.a.:

4dje Cany O ddoal ¥ | ghel alus ade A loa ) J gy J8

Artinya: Berikanlah upah kepada orang yang kamuepakan
sebelum kering keringatnya”. (H.R. Ibn Maj&h)

c. Rukun dan syarat sewa-menyewa

Para ulama sepakat bahwa rukun sewa menyewa add: emp
1. Pihak yang berakad
2. Sewa/imbalan
3. Manfaat
4. Sighatijab kabu?’

Ada beberapa macam syarat dalam ajaadh. Pertama syarat-
syarat yang berhubungan dengan rukun-rukun tersilaiais,Kedua
syarat yang menjadi sahnya akjadah.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan rukun syatata lain:
a. Syarat bagi kedua orang berakad adalah te#igh dan berakal

(mazhab Syafi'i dan Hambali). Sedangkan menuruthabanafi

dan Maliki orang yang berakad tidak diharuskan htetbeligh

® Al-Quran al-Karim dan Terjemah Bahasa Indoneskudus: Menara Kudus, 2006,
h.491

%8 Hadits riwayat Ibnu Majah, Abdullah Muhammad Yaz#Qazwniy, Ibn Majah
Maktabah SyamilafHadits nomor 2434

M. Ali Hasan,op.cit, h.231
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karena anakmumayizpun boleh melakukan akaghrah dengan
ketentuan disetujui oleh walinya.

b. Kedua belah pihak menyatakan kerelaannya untukkuieda akad
ijarah.

c. Manfaat yang menjadi obyejarah harus diketahui secara jelas,
sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang har

d. Obyekijarah dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung,
tidak ada cacat dan tidak bertentangan desgara’.>®

Adapun syarat-syarat sewa menyewa yang menjadatsgah

ijarah *°, antara lain:

1. Adanya keridha-an dari kedua belah pihak yang berakad.

Menurut al Kasani dalam Rachmat Syaigirah dapat
dikategorikan jual beli sebab mengandung unsur ukaran
harta®

2. Ma’qud ‘alaih bermanfaat dengan jelas.

Di antara cara untuk mengetahoia’qud ‘alaih (barang)
adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembataddn, edau
menjelaskan jenis pekerjaan jifarah atas pekerjaan atau jasa
seseorang.

3. Ma’qud ‘alaih harus dapat memenuhi dengaara’

8ibid, h.231-233
°9 Rachmat Syafedp. cit h.126
0ibid,



40

Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicamgah
anaknya, sebab hal itu sangat mustahil juga dipandaak sah
menyewa seorang perempuan Yyang sedamaid untuk
membersihkan masjid sebab diharamkan eletra’.

4. Kemanfaatan benda dibolehkan menwssrd.

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkakarpe
yang diperbolehkan oleByara. Para ulama sepakat melarang
ijarah baik benda atau orang untuk berbuat maksiat.

5. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepgd.

Hal ini tidak diperbolehkan misalnya menyewa oramguk
shalatfardhu, puasa dan lain sebagainya.

6. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa

Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan lseba
manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk diseyaliri.

7. Manfaatma’qud ‘alaihsesuai dengan keadaan yang umum.

Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemurtau a
tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan mapédmen yang
dimaksud dalanijarah.

. Jenis-jenis akad sewa-menyewa

Di dalam beberapa definisi yang disampaikan di muwapat
digaris-bawahi bahwaijarah sesungguhnya merupakan sebuah
transaksi atas suatu manfaat. Manfaat merupakaekobynsaksi,

sehinggajarah dapat dibedakan menjadi dua mac®wmrtama,ijarah
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manfaat harta-benda yang lazim disebut persewkadua ijarah

manfaat SDM yang lazim disebut perburufian.

1. ljarah manfaat &l-ljarah ala al-Manfa’al). Misalnya, sewa
menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan lain selyagddalam
hal ini mu’jir mempunyai benda-benda tertentu darsta’jir butuh
benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara mgaludi mana
mu’jir mendapatkan imbalan tertentu damista’jir dan musta’jir
mendapatkan manfaat dari benda tersebut.

2. ljarah pekerjaan gl-ljarah ala al-A’'mal) dilakukan dengan cara
mempekerjakan seseorang untuk melakukan seddatjir adalah
orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa damlden.
Sedangkarmmusta’jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian,
tenaga, jasa tersebut dengan imbalan tert&mitjir mendapatkan
upah atas tenaga yang ia keluarkan umtwista’jir dan musta’jir
mendapatkan tenaga atau jasa darjir %

e. Pemindahan hak sewa
Pada dasarnya seorang penyewa dapat menyewakaralkemb
suatu barang yang disewanya kepada pihak ketigpak pain). Pihak
penyewa dapat mengulangsewakan kembali dengantkatebahwa
penggunaan barang yang disewa tersebut harus se&mgan
penggunaan yang disewa pertama. Hal ini dikarenp&esewaan yang

kedua tidak menimbulkan kerusakan terhadap barang gisewakan.

®1 Ghufron A. Mas’adipp. cit h.183
2 M. Yazid Afandi,op.cit, h.187-188
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Seandainya penggunaan barang itu tidak sesuai weymag
diperjanjikan dengan pemilik barang, maka perbuataengulang
sewakan tidak diperbolehkan, karena sudah melanggganjian.
Pemilik barang dapat meminta pembatalan atas perayang telah
diadakarf?

Dalam pandangan ulama klasik terjadi perbedaan gpatd
Menurut ulama imam Abu Hanifah melarang hal demmikdengan
alasan bahwa cara tersebut termasuk dalam bab naeipe
keuntungan dari apa yang tidak memerlukan tanggun@nggungan
terhadap barang asal adalah milik pemiliknya, yatang yang
menyewakan.

Sedangkan imam Malik dan imam Syafi'i serta seggéon
fugaha lainnya memperbolehkan menyewakan barang yangvdjse
karena disamakan dengan jual beli. Menurut Hamzaiqub,
pendapat yang kedua itulah yang diambil, karenakt@danya nash
yang tegas melarang menyewakan barang se¥aan.

Seorang ulama kontemporer Sayyid Sabiq berpendagiava
penyewa boleh menyewakan barang sewaan. Beliauamndgilgcontoh
apabila barang sewaan itu seekor binatang, apatigdawakan
kemudian disewakan kembali, maka pekerjaannya hsansa atau

menyerupai pekerjaan yang dahulu pada saat binatadgewa yang

83 Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubjscit, h.55
% Hamzah Ya'qubKode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidialam
Berekonomi)Bandung: CV. Diponegoro, Cet. Ke-2, 1992, h.333
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pertama, sehingga tidak membahayakan barang seviRemyewa
boleh menyewakan kembali dengan harga serupa, Bdulkit atau
lebih banyak, karena penyewa berhak mendapatkemualu. ©°
Berakhirnya sewa-menyewa
Akadijarah akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagakbéri
1. Adanya cacat yang terdapat dalam obyek akad daetadhii
setelah berada di tangan penyewa:

Artinya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-
menyewa terdapat kerusakan ketika sedang beradtndian
penyewa. Kerusakan itu adalah akibatk kelalaiamkpipenyewa
sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidakaselengan
peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam ihgihisk yang
menyewakan dapat memintakan pembatalan.

2. Rusaknya barang yang disewakan dengan sendiritkgaietiakan
usia barang sewa atau bencana alam:

Artinya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa
menyewa mengalami kerusakan atau musnah, sehiriggk t

dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang dipéwamjMisalnya,

obyek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumalg yan

diperjanjikan terbakar.

3. Rusaknya barang yang diupahkama(ur ‘alaih), seperti

hilangnya barang yang dipunya ketika menggunaksmaali:

% Sayyid Sabiqgpp, cit h.31
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Artinya barang yang menjadi sebab terjadinya hubhong
sewa-menyewa mengalami kerusakan. Apabila barangg ya
dipunya musnah atau hilang, maka akad tidak akangkio
terpenuhi lagi. Misalnya A mengupahkan (perjanjisewa
menyewa karya) kepada si B, untuk menjahit baké&nee dan
kemudian bakal celana itu mengalami kerusakan, makjanjian
sewa menyewa karya itu berakhir dengan sendirinya.

. Terpenuhinya manfaat atau selesainya pekerjaandiamgta.

Yakni apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa meaye
telah tercapai, atau masa perjanjian sewa menyelah berakhir
sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh pé#nak.p
Misalnya, perjanjian sewa menyewa rumah selamataatn dan
penyewa telah pula memanfaatkan rumah tersebumaekatu
tahun maka perjanjian sewa menyewa tersebut biztalleerakhir
dengan sendirinya.

. Penganut mazhab Hanafi menambahi dengan adanya
udzurhalangan maka dapat membatalkan sewa menyewa.

Udzur adalah suatu halangan perjanjian yang menyebabkan
batalnya akad. Misalnya, seseorang yang menyewauk unt
berdagang, kemudian barang dagangannya musnatkaeratau

dicuri orang atau bangkrut sebelum toko itu dipaedkan, maka
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pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewaementoko

yang telah diadakan sebelumra.

8 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubig,cit, hal: 57-59



